BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR uTAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

Menimbang

Mengingat

PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan |kapan
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penvusunan atau
evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengali Daeral
dan kebijakan, rencana dan/atau program vang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan midup;

. bahwa penyusunan RDTR Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2019 wajib melaksanakan KLHS,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam hurul
a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939  lentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 di  Sulawesi
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195% Nomos
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
1822),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pendtaan
Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2007 Nomor 4725/,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20/ tentani
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomo
5238},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  rentan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |(Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor 505491
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimany telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undany
Nomor © Tahun 2015 tentang Perubahan kedun  Alis
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pamerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3674},

Peraturan Pemerintah Nomeor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Carn Pevelenggaraan Rajian Lingkungan Hidup Strategs
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
3941},

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang [Lembaran Negars
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 21. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103],
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 69
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintal
Tennang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungin
Hidup Strategis.

Peraturan Menter: Agrana Tata Ruang Nomor B Tahun 2017
tentang Persetujuan Substansi (Berita Negara FRepublik
indonesia Tahun 2017 Nomor 966/,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201°
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [(Benito
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 20306
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dralan
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan ata
Peraturan Menten Dalam Negen Namor B0 Tahun 201
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157
Peraturan Deerah Kabupaten Bolaang Mongondow Romor
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow  Tahun 2001 4-2034
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
2014 Nomor 02)

MEMUTUSKAN:

KESATU Membentuk Kelompok Kerja Kajian Linghkungan Hidup Strategis
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas) Perkotaan
Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan i
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KEDUA kelompok Kerma sebagaimana dimaksud Diktum KESATL
bertugas dan bertanggung jawab -
|, Menyusun dan merevisi kembal Kajlan Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019
2. Mengidentifikasi isu dan permasalahan, isu-isu lingkungan.
isu-isu sosial-budava, dan isu-isu ekonomi,
3 Mengumpulkan data dan informas terkait 1su  vang
dimaksud,
4 Bekerja sama dan berkoordinasi dalam Penyusunan kajan
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 201%
5 Melakukan pengkajian, perumusan, rekomendasi Gan
integrasi rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Detall Tata Ruang Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2019
KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud hktusn
KESATU. bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang
Mongondow melalui Sekretaris Daerah kabupaten Bolwang
Mongondow
KEEMPAT Biava vang timbul akibat ditetapkannyva Keputusan inl
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasiona
Kementnan Agraria Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 seris
sumber lain vang sah dan udak mengikar
KELIMA Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan heputusan
terdapat Kkekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinyva.
KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- T | Ditctapkan di Lolak
T 3 | pada tanggal 2019 /1
T ¥F BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HKAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONAS!I PERKOTAAN LOLAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB
RETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGQGOTA

1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PERERJ AAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGH
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN HBOULAANG
MONGONDOW

2. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANK
PERMUKIMAN KABUPATEN ROLAAN
MONGONDOW

1. KEPALA DINAS SO05]al KABUPATEN BOLAANL
MONGONDOW

4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

5. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABLUPATEN
BOLAANG MONCONDOW

6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

7. KEPALA DINAS PERTANIAN RABLUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

R. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  RABHUPATEDN
BOLAANG MONGONDOW

9. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

10, KEPALA DINAS TRANSMIGRAS! DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN RABUPATE?
BOLAANG MONGONDOW

12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARARA
DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

13 KEPALA DINAS KRESEHATAN KABLUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

14. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAL
MENENGAH KABUPATEN BOLAAN(
MONGONDOW
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19.
20,

21.

23.

24

29.

26,

27

28.

30

31

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUR DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPLAN
DAN PFERLINDUNGAN ANAK KABLUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL AN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTLU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUFATEN
BOLAANG MONGONDOW

_KEPALA BIDANG PENAATAN PERLINDUNGAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AN
PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGRUNGAN
HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3] DINAS LINGKUNGARN
HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA SEKS! PERENCANAAN DAN KAJIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINOKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA SEKSI PENGADUAN, PENYELESALIAN
SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPALA SEKS!I PENINGKATAN KAPASITAS [INAZS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

KEPALA SEKSI PENCEMARAN DAM hERUSARARN
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA SEKS! PENGELOLAAN SAMPAH DAN BA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEM
BOLAANG MONGONDOW

" KEPALA SEKS! PENGATURAN, PEMBINAAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALI AN
PEMANFAATAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUN
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANI
MONGONDOW

KEPALA SEKS! PELAKSANAAN PENATAAN RUANL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAARN
RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA SERSI INFRASTRUKTLR AN
PENGEMBANGAN WILAY AH | HBADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANCGUNAN DAEREAH
RABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
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32. KEPALA SEKSI INFRASTRURTUR AN
PENGEMBANGAN WILAYAH 1l BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

33. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH 1 HADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
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